BUPATI KAPUAS HULU

~ PROVINSI KALIMANTAN BARAT

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

“ NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

~ PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" Menimbang

. Mengingat

BUPATI KAPUAS HULU,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah. Nomor 18

" Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, periu

membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- L

2.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; '

| Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang  Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

. Undang Nomor 3 .Tahun . 1953 . tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756}); '
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran = Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang.
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679}; '

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,.

' Tambahan Lembaran -~ Negara  Republik

Indonesia Nomor 5887); - '

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

. tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang

Menjadi Kewenangan Pemermtah Kabupaten'
Kapuas Hulu;

‘Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

dan . =
BUPATI KAPUAS HULU -

MEMUTUSKAN:

Méﬁetapkéﬁ : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
' DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BABI -
KETENTUAN UMUM

Pasall _

Dalam Peraturan Daerah ini yarig dimaksud dengan:
1. = Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. .
2. -Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu..

3.  Dewan Perwakilan ‘Rakyat Daerah ya.ng selanjutnya dlsmgkat
- DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
: Kapuas Hulu



10.

11.

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan
Unsui' staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi
perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan
administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas

~ Hulu.

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yahg merupakan '
unsur staf pendukung DPRD. -

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas'
Hulu. :

Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unéur
yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintashan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang Dbersifat
strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjtnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan  yang
‘melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
- teknis penunjang tertentu. '

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat
Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

PR oM AR oo

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;
rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

. fleksibilitas.



BAB I

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH |

Pasa13 B

Dengan Peraturan Daerah 1n1 d1bentuk Perangkat Daerah dengan' L

b

' susunan sebagal benkut _ - o _ _
Sekretanat Daerah Kabupaten Kapuas Hulli"- | m‘?mpakaﬁ S
."Sekretanat Daerah Tipe A; | I PR
_Sekretanat DPRD Kabupaten -_Kapuas. 3 H_uiu '_mempakan .
- _Sekretanat DPRD Tlpe B; - - R
_Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Inspektorat T1pe _

A? o

. ':Dmas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdm dan

1. ' Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan_ o |
... urusan .- pemenntahan bldang Pendldlkan dan bldang. .

AR Kebudayaan;

"2_.';;’- ' Dinas Kesehatan T1pe A 'menyelenggarakan urusan

L =_pemenntahan bidang Kesehatan, O

3 =='_'_'D1nas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan' R

" Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe .

A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, . i

'_bldang Pemberdayaan Perempuan dap Perlmdungan Anak

dan “bidang Pengendahan ' Penduduk dan | Keluarga

o =_Berencautla, -

4. '_'_'-Dmas Pekexjaan Umum, Bina. Marga dan Sumber Daya Pm"

- _Tipe 'A menyelenggarakan urusan pemerintahan bldang

'.":'-";-“_'__Pekex;]aan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Jalan, . S

- Sumber Daya Air, Dramase dan Jasa. Konstruks1, cr T

5 Dmas . Penataan Ruang dan Clpta Karya . Tlpe A

s '_ menyelenggarakan urusan psemenntahan bidang Pekeljaan
‘Umum dan  Penataan Ruang Sub  Urusan Penataan

..'Bangunal’l Gedung dan lmgl{ungannya’ Bangunan Gedqu,-
Persampahan, Air lebah A1r Mlnum, Permuklrnan, dan s
. Penataan Ruang; | _ -

6. . Dinas ngkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan"' e

.- Permukiman - ‘Tipe A menyelenggarakan Curusan

o -::-_-:_j.'_'pemenntahan bldang ngkunga.n Hidup dan bldang

I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

'_ '-_"menyelenggarakan ~ urusan . pemermtahan o b1d_ar_1g'
o _'_Kepemudaan dan Olahraga dan b}dang Parnmsata -
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16.

7.
' menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang

1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 'Sipil Tipe A

“menyelenggarakan urusarn pemerintahan. = bidang-

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas _"'Perribcfdayaan Masjrarakat ‘dan Desa Tipe A
menyelenggarakan urusan’  Pemerintahan bidan g
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu
Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Tenaga Kéxja', Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga
Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperam
Usaha Kec1l Menengah dan bidang Perdagangan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi -
dan Informatika dan bidang Statistik;

Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan

-pemerintahan bidang Perhubungan;
Dinas Pertanian dan Pangan  Tipe A meriyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan |
pemerint_ahan di bidang Perikanan; dan

Dinas™ PerpuStakaan dan Kearsipan Tiper C

Perpustakaan dan bidang Kearmpan |

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan _
urusan pemerintahan bidang  Ketenteraman dan Ketertiban .
Umum serta Perlindungan Masyarakat; - :

e. Badén Daerah terdiri dari:

1L

Badan ~ Perencanaan Pembangunan Daerah .Tipe A

melaksanakan fangm penunjang Perencanaan dan fungm

penunjang Penelitian dan Pengembangan,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B melaksanakan. fungsi penunjang
Kepegawalan serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

Badan Keuangan Daerah T1pe A melaksanakan fungs1

' penun_]ang Keunangan.



Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3,

(2)

Kecamatan ditetapkan sebagai pera.ngkat daerah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Fw s e a0 o p
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Kecamatan Putussibau Selatan dengan Tipe A;

Kecamatan Putussibau Utara dengan Tipe A;

Kecamatan Bika dengan Tipe A; -
Kecamatan Kalis dengan Tipe A; .
Kecamatan Mentebah dengan Tipe A;

- Kecamatan Boyan Tanjung dengan Tipe A;

Kecamatan Pengkadan dengan Tipe A;
Kecamatan Hulu Gurung dengan Tipe A;
Kecamatan Bunut Hilir dengan Tipe A;
Kecamatan Bunut Hulu dengan Tipe A;
Kecamatan Seberuang dengan Tipe A;
Kecamatan Silat Hilir dengan Tipé A;

. Kecamatan Silat Hulu dengan Tipe A;

Kecamatan Semitau dengan Tipe A;
Kecamatan Suhaid dengan Tipe A;
Kecamatan Selimbau dengan Tipe A;
Kecamatan Jongkong dengan Tipe A;

'Kecamatan Embaloh Hilir dengan Tipe A;

Kecamatan Embaloh Hulu dengan Tipe A
Kecamatan Batang Lupar dengan Tipe A

Kecamatan Badau dengan Tipe A;
- Kecamatan Empanang dengan Tipe A; dan
. Kecamatan Puring Kencana dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di '
bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati:


http://CIlgis.dUd.Il

).

@

(3}
-dan Badan Daerah sebaga]mana dimaksud pada Ayat (1) dlatur
_dengan Peraturan Bupati.

(1)

- BAB III L
- PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dlbentuk Unit

'Pelaksana Teknis (UPT).

UPT -Péda Dinas Daerah dan Badan Daerah dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasmnal dan/atau kegiatan = "
-_teknls penun_;ang tertentu '

Ketentuan lebih lanjut menegenai pembeﬁtukan UPT Dinas Daerah

Pasal 7

Pada Dinas Daerah yang melaksanékan urusan pemerintahan di |
bidang pendidikan terdapat unit pelaksana tekms dinas berupa .

o satuan pendidikan Daerah kabupaten.

Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

. Pada"_d'inas' ‘daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah
~ kabupaten berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan: pusat
" kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional .
dan unit Jayanan yang bekerja secara profesional.

BABIV -
STAF AHLI

Pasal 9_

(1) Bupa_ti-dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

' (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.



(3) Staf Ahli Bupati dlangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang
'~ memenuhi persyaratan

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

(5) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

{6) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling banyak
~ terdiri dari 3 (tiga) orang;

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fung31
staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan
pimpinan tinggi pratama. '

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan
struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas,
sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan

struktural eselon Illa atau jabatan administrator.

(4) Kepala Bidang Pada Dinas dan Badan serta Sekretaris
Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau

jabatan administrator.

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat
. DPRD, Inspektorat, ‘Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas,
Kepala Subbidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, serta Kepala Seksi



pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau

_ Jabatan pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah

.-',K'elas B, Kepala Sﬁbbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinéé '

- dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kec.ﬁmatan,
 Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan

(8)

merupakan jabatan struktural eselon IVh atau jabatan pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan

‘pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong

belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah

sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan

., sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan
diberikan tugas tambahan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan

 masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan

(1)

@)

yang diberikan tugas tambahan.

o BAB VI |
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Slpll Negara sesuau :
dengan ketentuan perundang-undangan. '

Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '



: BAB VII :
KETENTUAN LAIN LAIN

_Pasa.l 12

o -.(1) Urusan Pemenntahan Daerah- yang penyedlaan aparaturnya

- menjadz kewenangan Pemenntah Pusat aparatur Pemenntah' )
Pusat tersebut bekexja pada dmas o

(2) Aparatur Pemenntah Pusat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

_secara operasmnal ‘berada di bawah dinas® dan secara

adnumstra& berada di bawah kementerlan/ lembaga pemermtah
o nonkementenan yang bersangkutan '

o --(3) Belanja pegawal bag1 aparatur Pemermtah Pusat dlbebankan

- pada . kementerian/lembaga pemerintah . nonkementerian dan
. biaya operasional untuk melaksa.nakan tugas dlbebankan pada‘ S
-anggaran dinas. : : -

;7(4) Pemlalan klner]a aparatur Pemenntah Pusat yang bekelja pada
“dinas = dilakukan oleh kementerian/lembaga pemenntah_' :
- nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

- BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13 : --

( ) Pada saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku Umt Ketja yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa -

- dan - politik, - tetap ‘melaksanakan . tugasnya sampai dengan
-peraturan perundang-undangan mengenal pelaksanaan urusan :
pemermtahan umum dlundangkan ' :

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemermtahan d1 bidang -
kesatuan bangsa dan . politik sebagaimana dlmaksud pada ayat
(1) d1bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

sampal dengan . peraturan perundang—undangan mengenai o

pelaksanaan urusan pemermtahan umum dlundangkan

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini- mula1 berlaku, perangkat daerahf.-_ :
“yang menjalankan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan

peraturan perundang—undangan tetap melaksanakan ‘tugasnya
sesuai - dengan - bldang urusan pemenntahan yang menjadi .

_ kewenangannya sampai dengan 2 {dua} bulan terhltu_ng sejak
- Peraturan Daerah ini diundangkan. - AR



(4] Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan
- Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai-
dengan dibentuknya UPT Rumah Sakit Umum Daerah.

(5} Pada saat Peraturan Daerah ini mula1 berlaku, UPT yang sudah
~ dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan .
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
- dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini. -

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1] Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang -
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16
‘Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas .
- Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun
- 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur téntang organisasi perangkat
daerah. wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya_.
dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuiidangka'n.
Agaf setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar’ari_
- Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. '
' Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal - 3 Octgber 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 - November 2016

'SEKRETARIS DAERAH ATEN KAPUAS HULU, -

MUHAMMAD SUKRI
" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
- NOMOR 8 - = ' c A -

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 7/ (2016)



PENJELASAN
| ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
'NOMOR 7 TAHUN 2016 |
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

. UMUM

B Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘tentang
" Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Kepala daerah dan
DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu
~oleh Perangkat Daerah. perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas
daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Ketentuan tersebut
ditegaskan lebih lanjut = dalam pasal 212 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 212 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah -
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

' tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada

prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman
yang jelas bagi daerah dalam menata organisasi yang efisien,
~ efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
* daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan
daerah. | |

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan
- pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima)
 elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah
(middle line), dinas Daerah (operating core}, badan/fungsi
penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting
staffj. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti {operating
~ core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu
. kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus sesuai bidang Urusah Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
- Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure)
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala

- Daerah dalam- melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus

: -untuk__ menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating-



core}

Pembentukan Perangkat Daerah mempertlmbangkan faktor

. luas mlayah jumlah penduduk, kemampuan keuangan ‘Daerah

"“‘sérta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan

yang dlserahkan kepada Daerah sebagal mandat yang wa.]lb' -

.dﬂaksanakan oleh set1ap Daerah me1a1u1 Perangkat Daerah

R Peraturan ‘Pemerintah Nomor 18 “Tahun 2016 tentang
- - ‘Perangkat. Daerah menetapkan’ Perangkat Daerah dalam 3 (tiga)
- tipe, yaitu. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat

o .. tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe
“. . B;dan sekretanat Daerah, sekretanat DPRD dan inspektorat tipe
o ,-'C; dinas tlpe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; ‘badan tipe A, .

o badan t1pe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua)
. - tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan
. tlpe Perangkat Daerah didasarkan pada perhltungan jumlah nilai

__"varlabel ‘beban kerja. Variabel beban keI]a terd.m dari variabel
~umum- dan vanabel teknis. Vanabel umum, mehputl jumiah

! _ '.penduduk luas wilayah, jumlah - anggaran pendapatan dan

~ belanja Daerah! dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen)
' | dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot
'sebesar 80% (delapan puluh persen).. Pada tlap-tlap variabel, baik

_variabel umum maupun variabél teknis ditetapkan 5 (hma) kelas

_.__'mterval dengan skala nilai dan 200 (dua ratus) sampau dengan
1 OOO (serlbu) : -

_ Pemerintahan Daerah memprlontaskan pelaksanaan
- Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan - dengan pelayanan
B dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara

| __optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan

“Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. |

- d1wadah1 dalam bentuk dmas utama mlmma} tlpe C..

Sebagal tmdak IanJut dari Peraturan Pemenntah tersebut

o Pemenntah_ Kabupaten Kapuas Hulu memandang “perlu

_melakukan penataan kembali {restrukturisasi) organisasi

o “'perangkat daerah dengan memn_]au ‘kembali Peraturan Daerah .

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

" " Daerah ‘Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana _telah diubah

‘beberapa kali - terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

‘Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun =
2008 tentang = Pembentukan Orgamsasu Pera.ngkat Daerah

_Kabupaten Kapuas Hulu TR ' :

Penataan orgamsa31 perangkat daera_h Kabupaten Kapuas |

_'Hulu, dilakukan’ dengan mempertlmbangkan faktor keuangan, : SRR
- kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas

s 'yang harus dlwujudkan jenis dan banyaknya tugas luas w11ayah T



* kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk,

- potensi daerah’ -yang ' bertalian dengan urusan’. yang akan
i d1tangan1 sarana dan prasarana penun_]ang tugas ' o

Penataan - organisasi perangkat daerah Jini - juga

dlrnaksudkan dalam rangka merumuskan fungsi darl lembaga-

 lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan urusan pemenntahan

- yang men_}adl kewenangan pemermtah Kabupaten K.apuas Hulu - S

serta sebagal upaya pemberdayaan orgamsam Perangkat Daerah

.. yang ' lebih meningkatkan pelayanan “dan - kesejahteraan:_:-.

masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republlk Indonema -

S | Dengan. pembentukan ogamsam perangkat daerah_" o
'Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam Peraturan s

- Daerah ini, diharapkan organisasi perangkat daerah yang

_-_dlbentuk dapat berperan lebih optimal dalam rangka pencapalan__ o

-~ ““visi . dan© misi daerah dan mendukung terwu_judnya
A "_-kepemerlntahan yang lebih baik (good govemance) .

Memahami bahwa tuntutan pelayanan umum selalu

' ~mengalami " dinamisasi' seiring dengan perubahan - tlngkat'
- kebutuhan masyarakat maka dalam Peraturan Daerah' ini hanya
o mengatur tentang -Susunan Orgamsam Perangkat Daerah tanpa =
. 'mengikutsertakan rincian nomenklatur dan tugas pokok dan

fungsi satuan organisasi dari masing-masing perangkat daerah
dengan pertimbangan bahwa nomenklatur dan tugas pokok dan

-fungsi satuan organisasi bersifat lebih dinamis sesuai dengan

' tuntutan perubahan strategis dan kondisi lingkungan, sehingga

oo dalam 1mplementasmya akan dltuangkan dalam Peraturan
L =.Bupfm Kapuas Hulu = ; |

'PASAL DEMI PASAL
_':,_'Pasal 1 |

D Cukup Jelas
:Pasal 2
Huruf a _ - - -
: -'_Yang dimaksud dengan ‘asas “Urusan Pemenntahan“
‘yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat
_+ . Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan .
" Pemerintahan berdasarkan asas" otonom1 dan Tugas" :
iPembantuan : :
Huruf b

: _Yang dlmaksud dengan .asas 1nten31tas Urusan,;
.+ Pemerintahan dan- poten31 Daerah” ‘adalah penentuan - -

Jumlah dan susunan Perangkat Daerah ‘didasarkan
_ ‘pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu’
*'Urusan Pemenntahan atau. volume beban tugas untuk.



Pasal 3

mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan :
Pemenntahan _

' Hurufc _ S
' Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah
pembentukan Perangkat  Daerah = ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang
paling tinggi yang dapat diperoleh. :

Huruf d _ _
Yang dimaksud dengan asas ‘“efektivitas” - adalah

- pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi | o

pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

: Huruf e : '

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habls tugas

- adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi
habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu
tugas dan fungsi yang dlbebankan pada lebih dari satu
Perangkat Daerah

| Huruff

Yang dlmaksud dengan asas rentang kendali” adalah- o

penentuan jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah unit
kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada
kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. - .

Huruf g '

Yang dimaksud dengan asas “tata ker;;a yang jelas”
‘adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat .
Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
mempunyai hubungan kerja yang _]elas balk vertlkal _
maupun horlzontal _ :

'.Huruf h
' Yang dimaksud dengan asas “ﬂek31b111tas adala_h'

penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

" unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang
- untuk = menampung ‘tugas - dan fungsi- yang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan -

Cukup jelas.

Pasal 4

..Pas.als

Cukup 'jelas.

Cukup jelas.

" Pasal 6

" Pasal 7

- Cukup jelas.

_Cuk.up“ jelas.



- Pasal 8 _

" Cukup jelas.
Pasal 9 _
-Cukup jelas.

Pasal 10
o Cukup jelas.
-~ Pasal 11 __
Cukup jelas.

Pasal 12
- Cukup jelas.

Pasal 13
" Cukup jelas.
Pasal 14 -~ '
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 44 '



